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LAPORAN HASIL PENGAWASAN 

PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO 

TRIWULAN III  

(JULI s.d SEPTEMBER TAHUN 2020) 

 

A. Latar Belakang 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dan 

diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk 

mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien dan efektif. Selain itu, 

Pengawasan juga berfungsi untuk  menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas 

yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan 

rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan diharapkan akan dapat 

memperkecil kemungkinan timbulnya hambatan atau dapat dilakukan tindakan 

perbaikan atas kekurangan atau kekeliruan yang terjadi. 

Untuk memantapkan fungsi pengawasan, selain pengawasan yang 

dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara maupun lembaga 

pengawasan lainnya, Pengadilan Agama Morotai di Tobelo mengintensifkan 

pengawasan internal oleh para Hakim Pengawas Bidang Pengawasan yang 

selama ini telah dilakukan setiap triwulan (3 bulan) sekali.  Hal ini dilakukan karena 

pengawasan sebagai fungsi organik manajemen mutlak harus dilaksanakan untuk 

mencapai fungsi organisasi, yaitu mengendalikan secara tepat agar semua yang 

dikerjakan sesuai dengan perencanaan. 

Ada beberapa perubahan pada pengawasan Triwulan III Tahun 2020, antara 

lain adanya Hakim yang telah dimutasi, adanya tindak lanjut dari hasil pengawasan 

Triwulan II dan Format laporan hasil pengawasan masing-masing bidang telah ada 

keseragaman yang melibatkan seluruh hakim Pengadilan Agama Morotai yang 

hingga saat ini berjumlah 6 (enam) orang hakim dengan  bidang dan tugasnya 

masing-masing,  sehingga hasil laporan Hakim Pengawas Bidang mulai Triwulan 

ke III tahun 2020 ini diformulasikan dengan model yang sesuai dengan isi laporan 

para hakim pengawas bidang, mudah dibaca dan dipahami dengan konten 

meliputi: kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi. 

Hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang sebagiannya telah 

ditindaklanjuti, sedangkan pada bagaian yang lain belum ditindaklanjuti, sehingga 

hasil laporan pengawasan pertriwulan ke III ini  disampaikan sesuia laporan para 
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haim pengawas bidang yang belum ditindaklanjuti kepada Ketua Pengadilan 

Agama Morotai untuk dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku 

Utara dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda). 

B. Dasar Pelaksanaan Pengawasan 

Dasar hukum Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama 

Morotai di Tobelo ini sebagai berikut: 

1. Pasal 39 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

2. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 

sebagaimanan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan 

dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan di Bawahnya; 

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan; 

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor W29- 

A4/560/PS.01/IX/2020, tanggal 1 September 2020, tentang Penunjukan 

Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Morotai di Tobelo; 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Pengawasan meliputi : 

1. Administrasi Umum 

2. Pengadaan Barang dan Jasa 

3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan 

4. Administrasi Perkara 

5. Managemen Peradilan 

6. Kinerja Pelayanan Publik 

D. Tujuan Pengawasan 

  Tujuan pengawan ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk memantau pelaksanaan managemen Peradilan secara baik dan benar; 

2. Untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan 

ketepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan; 



3  

3. Memberikan masukan berupa temuan-temuan, fakta – fakta, permasalahan-

permasalahan  yang terdapat di lapangan dan selanjutnya 

memberikan pertimbangan dan  rekomendasi kepada atasan sebagai 

bahan untuk  menindak lanjuti  dalam mengambil keputusan; 

E. Metodologi Pengawasan 

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Pengawas 

sebelumnya, kemudian melihat tindak lanjutnya; 

2. Memeriksa seluruh buku register, buku jurnal, buku induk keuangan perkara 

dengan cara mengamati apakah cara pengisian sudah sesuai dengan 

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Adminstrasi 

Peradilan Agama Buku II; 

3. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, register minutasi perkara, 

keuangan perkara serta laporan perkara; 

4. Melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan dan Barang Milik 

Negara; 

F. Waktu Pengawasan 

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai 

Nomor W29- A4/560/PS.01/IX/2020, tanggal 1 September 2020 Tentang 

Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Morotai , maka 

Hakim Pengawas Bidang diprogramkan untuk melaksanakan pengawasan 

secara regular sebanyak 4 kali dalam satu tahun yaitu : 

- Awal April : Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja triwulan I 

- Awal Juli : Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja triwulan II 

- Awal Oktober : Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja triwulan III 

- Awal Januari : Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja triwulan IV 

Selain pengawasan secara regular, Hakim Pengawas Bidang juga melakukan 

pengawasan secara tidak langsung atau secara insidentil dengan cara 

mengadakan pengujian atau penilaian atas laporan isi dokumen. 

G. Susunan Hakim Pengawas Bidang 

  Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor 

W29- A4/560/PS.01/IX/2020, tanggal 1 September 2020, tentang Penunjukan 

Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Susunan 

Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada Pengadilan Agama Morotai sebagai 

berikut: 
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Untuk memenuhi Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor: W29-

A4/560/PS.01/IX/2020, tanggal 1 September 2020 tentang Hakim Pengawas Bidang 

pada Pengadilan Agama Morotai dan Surat Tugas Nomor: W20-

A13/462.HM.001/IX/2020, maka para Hakim Pengawas Bidang telah melakukan 

pengawasan di bawah koordinasi Koordinator Hakim Pengawas Bidang dan hasilnya 

sebagai berikut. 

No Nama Jabatan dalam Pengawas Bidang 

1 Riana Ekawati SH. M.H. Pembina/Penanggung Jawab 

2. Abdul Rivai Rinom, S. HI. 

M.H. 

Koordinator Pengawas 

 

3. 

 

Fahri Latukau, S.HI. 
Hakim Pengawas Bidang Administrasi 

Umum 

 

4. 

Ahmad Fuad Noor 

Ghufron, S.HI. 

Hakim Pengawas Bidang Barang dan 

Jasa 

 

5. 

 

 

Ardhian Wahyu Firmansyah, 

S.HI. 

Hakim Pengawas Bidang Administrasi 

Persidangan dan Pelaksanaan Putusan 

6. Ifa Latifa Fitriani, S.H.I Hakim Pengawas Bidang Administrasi 

Perkara 

7. Muchammad Aqib Junaidi, 

S.HI. 

Hakim Pengawas Bidang Manajemen 

Peradilan 

8. Moh. Koirul Anam, S.H. Hakim Pengawas Bidang Kinerja 

Pelayanan Publik 

BAB II 

HASIL PENGAWASAN TRIWULAN II TAHUN 2020 

(Juli s.d. September 2020) 
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A. BIDANG ADMINISTRASI UMUM 

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan untuk bidang Administrasui Umum beberapa temuan yang perlu 

segera ditindaklanjuti sebagaimana berikut. 

NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 

1 2 3 4 5  

      

1. Kepegawaian, Organisasi 

dan Tatalaksana ; 

 

 - Papan Daftar Urut 

Kepangkatan dan 

Bezetting tidak 

diperbaharui. 

- Papan DUK dan Bezetting 

diperbaharui agar 

informasi yang didapat 

valid. 

- Tidak ada kepedulian 

untuk memperbaharui 

papan infomasi DUK 

dan Bezetting; 

- Informasi DUK dan 

Bezetting tidak valid 

dan jelas; 

- Papan Daftar 

Urut 

Kepangkatan 

dan Bezetting 

diperbaharui. 

2. Umum dan keuangan;  

 - - - - - 

3. Perencanaan, TI dan 

Pelaporan; 

    

 - Alat router di ruang hakim 

tidak layak 

- Router harus layak dipakai 

sehingga mempermudah 

dan memperlancar 

pekerjaan; 

- Belum ada anggaran 

untuk penggantian 

router baru; 

- Pekerjaan yang 

memerlukan 

jaringan internet 

menjadi terhambat; 

- Mengusulkan 

anggaran untuk 

pengadaan alat 

router baru di 

ruang hakim; 
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4. Inventaris Barang Milik 

Negara (BMN); 

 

   

 - Daftar Barang Ruangan di 

perpustakaan tidak ada; 

- Tersedianya Daftar Barang 

Ruangan di perpustakaan; 

- Jarang ada petugas yang 

memonitor kondisi 

ruangan perpustakaan; 

- Tidak ada informasi 

Barang Ruangan 

dalam perpustakaan; 

- Daftar Barang 

Ruangan di 

perpustakaan di 

adakan; 

5. Perpustakaan, tertib 

persuratan dan arsip 

perkantoran; 

 

 - Petugas yang ditunjuk 

untuk menerima surat 

jarang ada di tempat; 

- Ada petugas yang ditunjuk 

untuk menerima surat; 

- Petugas yang ditunjuk 

tidak ada di kantor tanpa 

ada keterangan; 

- Pelayanan kepada para 

stake holder tidak 

terlaksana dengan 

baik; 

- Petugas yang 

ditunjuk harus 

selalu berada di 

tempat; 

 - Tidak ada tempat khusus 

untuk penyimpanan surat 

penting dan rahasia; 

- Ada tempat khusus untuk 

penyimpanan surat penting 

dan rahasia. 

- Tidak dibuatkan tempat 

khusus untuk 

penyimpanan surat 

penting dan rahasia; 

- Penyimpanan surat 

penting dan rahasia 

akan terjamin; 

- Disediakan 

tempat 

penyimpanan 

khusus surat 

yang penting 

dan rahasia; 

 - Tidak ada petugas yang 

ditunjuk untuk mengelola 

perpustakaan; 

- Petugas perpustakaan 

ditunjuk untuk mengelola 

perpustakaan; 

-  Ada petugas 

perpustakaan yang di 

tunjuk; 

- Pelayanan 

perpustakaan  akan 

berjalan dengan 

- Perlu ditunjuk 

petugas 

pengelola 
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baik; perpustakaan; 

 

Tobelo, 5 Oktober 2020 

Hawasbid, 

 

 

Fahri Latukai, S.HI 
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                                 B. BIDANG PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA. 

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan untuk bidang Pengadaan Barang dan Jasa beberapa temuan yang 

perlu segera ditindaklanjuti sebagaimana berikut 
 

 

NO KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 

1 
Pengadaan pada 

bidang jasa 

Pelayanan Pos 

Bantuan Hukum di 

Pengadilan Agama 

Morotai. 

Pengumuman 

pengadaan   secara 

elektronik melalui LPSE 

Mahkamah Agung RI 

dengan kode   paket 

5589555      yang 

dikirimkan kepada dua 

lembaga   Bantuan 

Hukum yakni : 

1. Yayasan Bantuan 

Hukum Trust; 

2. POSBAKUMADIN 

kota Tidore. 

POSBAKUMADIN 

kota Tidore tidak 

menindaklanjuti surat 

penawaran yang 

diajukan oleh 

Pengadilan Agama 

Morotai. Sedangkan 

yang melakukan 

tindaklanjut adalah 

Yayasan Bantuan 

Hukum Trust. 

Hanya ada  satu 

lembaga  yang 

melakukan 

tindaklanjut  atas 

surat penawaran 

yakni Yayasan 

Bantuan Hukum 

Trust dengan nilai 

final yang ada pada 

Surat Penunjukan 

Penyedia 

Barang/Jasa 

(SPPBJ) adalah Rp. 

19.800.000,00 

Pengadaan pada bidang 

jasa Pelayanan Pos 

Bantuan Hukum 

seharusnya menyurat 

kepada beberapa lembaga 

supaya terjadi persaingan 

yang kompatibel. 
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2 
Lemari / rak buku 

yang ada di ruang 

hakim 

Belum tersedianya 

almari / rak buku yang 

ada di ruangan hakim 

Belum ada 

pengajuan anggaran 

untuk pengadaan 

lemari / bukum di 

ruangan hakim 

Belum tersedianya 

lemari / rak buku di 

ruangan hakim. 

Memasukan usulan 

anggaran untuk lemari / 

buku pada DIPA 4 

3. 
Jaringan wi-fi kendala wifi seperti lost 

connect di Ruang hakim 

dan tidak tersedianya 

lagi jaringan wifi umum 

untuk para 

pengunjung/masyrakat 

pencari keadilan di 

Pengadilan Agama 

Morotai di Tobelo 

Sering terjadi 

kendala wifi seperti 

lost connect di  Ruang 

hakim dan tidak 

tersedianya lagi 

jaringan wifi untuk 

Penggunaan 

interntet ketika ada 

seminar / pelatihan 

online, akses SIPP 

sering terkendala 

Penggantian  router   dan 

penambahan bandwidth di 

ruang  hakim  serta 

pengadaan  router    wifi 

untuk fasilitas   para 

pengunjung/masyrakat 

pencari   keadilan     di 

Pengadilan    Agama 

Morotai di Tobelo 

 

Tobelo, 5 Oktober 2020 

Hakim Pengawas Bidang 

Barang dan Jasa 

 

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I 
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C. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN 

  Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan untuk bidang Pengadaan Barang dan Jasa beberapa 

temuan yang perlu segera ditindaklanjuti sebagaimana berikut 

 

NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 

 

1 

2 3 4 5  

      

1. Sistem Pembagian 

Perkara dan Penentuan 

Majelis Hakim : 

    

 - - - - - 

2. Ketepatan Waktu 

Pemeriksaan dan 

Penyelesaian Perkara 

    

 - Berkas perkara Nomor 

12?Pdt.G/2020?PA.MOR 

TB ada 2 Berita Acara 

Sidang (BAS) Pertamanya 

yang dibuat oleh Panitera 

- Instrument – instrument 

dalam berkas perkara 

seharusnya sesuai dengan 

kenyataan yang dituangkan 

dalam berita acara sidang 

- Kurang telitinya 

penanggungjawab 

berkas perkara dalam 

mengelola  berkas 

perkara 

- Ketidaksesuaian 

antara Berita Acara 

Sidang (BAS) dengan 

relaas yang dijadikan 

dasar untuk 

- Semua relaas 

harus disertakan 

dalam berkas 

perkara agar di 

dalam berkas 
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 Pengganti yang berbeda. 

Kemudian relaas hanya 

ada 1 (satu) untuk 

Pemohon dan 2 (dua) 

untuk Termohon. Padahal 

dalam persidangan dan 

SIPP Pemohon dipanggil 

2 (dua) kali dan 

Termohon dipanggil 3 

(tiga) kali. 

atau dalam SIPP  pemeriksaan perkara. tersebut sesuai 

dengan apa 

yang terungkap 

di persidangan. 

3. Minutasi Perkara;     

 -  Berkas perkara yang 

sudah diminutasi dan 

berkekuatan hukum tetap 

belum diserahkan Petugas 

Meja III. 

- Berkas perkara yang sudah 

diminutasi dan 

berkekuatan hukum tetap 

seharusnya langsung 

diserahkan ke petugas 

meja III untuk disimpan ke 

ruang arsip perkara. 

-  Kurang adanya 

informasi   dan 

koordinasi dengan para 

pihak  yang 

berkepentingan; 

- Berkas tidak dapat 

dikontrol dan tidak 

dapat langsung di 

simpan ke ruangan 

arsip perkara; 

- Agar berkas 

perkara yang 

sudah diminutasi 

dan berkekuatan 

hukum tetap 

langsung 

diserahkan 

kepada Petugas 
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     Meja III. 

4. - Pelaksanaan Putusan 

(Eksekusi); 

    

 - - - - - 

 

Tobelo, 1 Oktober 2020 

Hawasbid, 

 

 

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. 
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D. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA 

 

JULI-SEPTEMBER 2020 

 

KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 

PelaksanaanPengisian 

Data Register 

berdasarkanDokumen E-

Register 

masihbelumsesuai. 

Pada register 

permohonanantarabulanJ

uli-September 2020, 

ditemukanhal-

halsebagaiberikut: 

- PerkaraNomor22/Pdt.

P/2020/PA.MORTB  

belumditulistanggal 

BHT. 

- PerkaraNomor 

23/Pdt.P/2020/PA.MO

RTB 

- Seharusnyasemuakolom yang 

tercantumdalam E-Register 

harusterisilengkap. 

Pengisianmaupunperbaikanpengisi

an data E-Register 

terintegrasidenganaplikasi 

SIPPsebagaimanamaskud Surat 

EdaranDirjenBadilagNomor 

0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 

Februari2020.. 

- Tanggalsuratkuasasesuaidenganta

nggalpendaftaransuratkuasaharusdi

isidalam SIPP 

sehinggaterintegrasike E-Register. 

- Tanggal BHT dihitung 14 

setelahpembacaanpenetapanbagi 

para pihak yang hadir.  

- Ketidaktahuanpetugas 

dan pejabatfungsional di 

Kepaniteraantentangsiste

m E-Register yang 

terintegrasidengan SIPP. 

- Masih 

belumdiketahuinyatupoksi 

masing-masing 

dalampengisian data-data 

yang 

harusadadalamberkasper

karapasifataupunaktif. 

Tidaktertibad

ministrasiperk

ara 

- Perlusegeradilakukanpembe

nahan dan 

pengawasanhinggapendamp

ingan oleh 

Paniteraterhadapseluruhpen

gisian data SIPP yang 

berimplikasi pada data E-

Register. 

- Perlusegeradilakukanpengec

ekanterhadap data-data BHT 

oleh masing-masing 

Panmud, 

sebelumkemudiandibuatkanb

erita acara 

penyerahankePanmud 

Hukum. 
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belumdituliskantangga

l Surat Kuasa 

KhususAdvokat, dan 

kekeliruanpengisianpe

titum. 

- PerkaraNomor 

17/Pdt.P/2020/PA.MO

RTB 

belumdituliskantangga

l dan agenda 

penundaan, 

sertatanggal BHT. 

- PerkaraNomor 

18/Pdt.P/2020/PA.MO

RTB 

belumdituliskantangga

lpenundaan dan 

agendannyasertatang

gal BHT. 

- PerkaraNomor 

19/Pdt.P/2020/PA.MO

RTB yang 

putusditanggal 26 

- Pengisian data BHT dilakukan oleh 

PanmudPermohonan, 

setelahituseluruhberkasdiserahkank

ePanmud Hukum besertaberita 

acara penyerahannya.Petugas 

register mengisikan data 

tersebutsetelahmemperolehinforma

siatas BHT tersebut di SIPP 

sehinggaterintegrasi dan terbaca 

pula di E-Register. 

- Perlusegeradilakukanevalua

sisetiapbulan oleh 

Paniteraterhadapseluruhkine

rjakepaniteraankhususnyape

ngisian data SIPP yang 

terintegrasidengan E-

Register dan E-Keuangan. 
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Agustus 2020 tanggal 

BHT tertulis 26 

Agustus 2020. 

- PerkaraNomor21/Pdt.

P/2020/PA.MORTB 

belumdituliskantangga

l BHT. 

- Tidakpernahadaberita 

acara 

penyerahanberkas 

BHT, 

sehinggaberimplikasi 

pada 

tidaktertibnyaadminist

rasiperkarapascapersi

dangan, 

Register Surat Kuasa 

pada E-Register pada 

tanggal 13 Oktober 2020 

tidakbisaterakses, oleh 

karenanyatidakdapatdiket

ahui data-data pada 

Register Surat Kuasa, 

Berdasarkanmaskud Surat 

EdaranDirjenBadilagNomor 

0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 

Februari 2020, 

setiappengadilanharusdapatmenyajik

an data perkara dan 

keuanganperkaratepatwaktuberupa 

Belum 

dipahaminyapenerapanadmi

nistrasi register 

perkarasecaraelektronikberi

mplikasikendalasaatpengaw

asan. 

Tidaktertibad

ministrasiperk

ara 

- Perlusegeradilakukanpenga

wasanterhadappengisian 

data SIPP oleh Panitera 

yang berimplikasipada data-

data E-Register. 

- Setiap data E-Register per 

bulandibuat softcopy “Pdf” 
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sedangkanmasihbelumad

a backup data electronic 

yang 

tersediaketikakoneksi E-

Register 

tidakdapatberfungsibaik. 

softcopy dengan format ‘Pdf’ 

apabiladiperlukanuntukkepentingan 

monitoring dan 

evaluasisertapengawasan oleh 

internal dan 

eksternal.Denganmerujukmaskud 

pada huruf e surattersebut, 

makasetiap data E-Register harus 

pula disiapkandalambentuk pdf 

untukmenghindariketika monitoring 

melalui E-Register 

secaralangsungtidakdapatdilakukan. 

 

dan ditempatkan di 

mepatpenyumpananelektro

nik yang mudahdiakses 

online maupun offline.  

Surat Kuasa 

Insidentiltetapharus di 

data dalam Register 

Kuasa. 

Masih belumdiisi data-data 

kuasainsidentilsecaratepatdalamsura

tkuasakhusus 

Surat Kuasa Insidentil yang 

sudahterdaftarharustetapdic

atatkandalam Register 

Kuasa denganmancatatkan 

pada kolomketerangan 

‘Kuasa Insidentil). 

Dalamkonteks E-Register, 

maka data-data Kuasa 

Insidentildiisikandalam SIPP 

sehinggaterintegrasi pada 

Tidaktertibad

ministrasiperk

ara 

- Perlusegeradilakukanpembe

nahan dan 

pengawasanhinggapendamp

ingan oleh 

Paniteraterhadapseluruhpen

gisian data SIPP yang 

berimplikasi pada data E-

Register. 
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Register Kuasa pada E-

Register. 

 

 

Tobelo, 5 Oktober 2020 

 

 

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I 

 

    E. BIDANG MANEJEMEN PERADILAN  

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan untuk bidang Manajemen Peradilan beberapa temuan yang perlu 

segera ditindaklanjuti sebagaimana berikut 

 

NO. KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 

1 2 3 4 5  

      

1. Program Kerja;     

 - Belum adanya RENSTRA 

2020 -2024 

- telah tersedianya Resntra 

2020-2024 sebagai 

landasan dan pedoman 

dalam pembuatan Program 

Kerja 

- belum adanya instruksi 

langsung    dari 

Mahkamah  Agung 

mengenai pembuatan 

Renstra sehingga 

- Pedoman dan 

Landasan 

penyusunan 

program kerja 2020 

masih menggunakan 

- Menunggu 

penyusunan 

RENSTRA 

Tahun 2020- 

2024 
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penyusunan   masih 

berdasarkan Renstra 

tahun sebelumnya 

Renstra Tahun 

sebelumnya 

 - Tidak mencantumkan 

secara jelas deskripsi 

program kerja dalam 

lembar Program Kerja TA 

2020 

- Menyebutkan secara jelas 

deskripsi program kerja 

dalam lembar program 

kerja TA 2020 

- Penyusunan Program 

Kerja masih mengikuti 

Format lama 

- Program Kerja TA 

2020 menjadi lebih 

susah dipahami 

- Dicantumkan 

secara jelas 

deskripsi 

program kerja 

dalam lembar 

Program Kerja 

TA 2020 dan 

diunggah ulang 

di website 
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2. Pelaksanaan/Pencapaian 

Target; 

    

      

 - Belum ada tenaga listrik 

cadangan apabila terjadi 

pemadaman 

- Adanya tenaga listrik 

cadangan sebagai backup 

Ketika terjadi pemadaman 

Listrik 

-  Belum dilakukan 

pemeliharaan   dan 

perawatan  secara 

maksimal Generator 

Listrik 

- Terjadi pemadaman 

server dan Kendala 

Kegiatan 

- Dilakukan 

pemeliharaan 

dan perawatan 

secara maksimal 

Generator 

Listrik 

3. Pengawasan dan 

Pembinaan; 

    

 - Masih adanya Petugas 

yang telah ditunjuk pada 

meja PTSP terkadang 

tidak berada ditempatnya; 

- Pelayanan pada meja PSTP 

harus dilaksanakan sesuai 

dengan standar SK Dirjen 

Badilag nomor 

1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8 

- Petugas yang ditunjuk 

tidak ada di kantor tanpa 

ada keterangan; 

- Pelayanan kepada 

para stake holder 

tidak terlaksanan 

dengan baik; 

- Petugas pada 

meja PTSP 

harus selalu 

berada di 

tempat; 
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/2018 tentang Pedomanan 

Pelayanan Terpadu Satu 

      

 - Tenaga honor yang ada 

belum melaksanakan 

tugasnya dengan 

maksimal; 

- Tenaga Honor bekerja 

sesuai dengan SK yang 

diberikan kepadanya serta 

tugas dan 

tanggungjawabnya; 

-  Kurangnya jumlah 

tenaga honor dan 

kurangnya anggaran 

yang tersedia dalam 

DIPA; 

- Banyak pekerjaan 

yang yang sesuai 

tupoksinya tidak 

diselesaikan dengan 

baik; 

- Agar tenaga 

honor yang ada 

selalu 

melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan tupoksi 

yang diberikan 

serta selalu 

dikontrol oleh 

atasan; 
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 - Belum dilakukan 

monitoring 

mingguan/bulanan 

terhadap pengaduan 

(meski pengaduan nihil) 

- Dilakukan monitoring dan 

evaluasi mingguan/bulanan 

terhadap pengaduan 

-  Kurang adanya 

informasi   dan 

koordinasi dengan para 

pihak  yang 

berkepentingan; 

- Kegiatan monitoring 

dan evaluasi belum 

bisa terlaksana 

- Dilakukan 

monitoring dan 

evaluasi serta 

penguatan 

pengawasan 

melalui 

pembinaan apel 

pagi senin dan 

jumat 

4. Kendala dan Hambatan - - - - 

 - - - - - 

5. Faktor-Faktor yang 

Mendukung 

    

 - - - - - 

6. Evaluasi Kegiatan     
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 - Lembar monitoring dan 

Evaluasi belum tersedia 

dan belum dapat diakses 

- Tersedia lembar 

monitoring dan Evaluasi 

yang dapat diakses dengan 

mudah 

- Kurang adanya 

informasi dan 

koordinasi dengan para 

pihak yang 

berkepentingan; 

- Belum adanya 

pelaporan lembar 

monitoring dan 

evaluasi yang dapat 

diakses dengan 

Mudah 

- Susun lembar 

monitoring dan 

evaluasi dan 

berikan 

kemudahan 

dalam aksesnya 

 - Evaluasi Kegiatan telah 

Dilakukan Namun tingkat 

Ketepatan Waktu dan 

Kehadiran peserta tidak 

sesuai dengan jumlah 

- Seluruh peserta hadir 

dalam Evaluasi bulanan 

tepat waktu dan 

kehadirannya sesuai 

dengan jumlah keseluruhan 

- Kurang adanya 

pemahaman yang 

mendalam tentang 

pentingnya evaluas 

- Program Kerja 

menjadi kurang 

maksimal 

- Dilakukan 

Pengarahan 

Pimpinan 

tentang 

pentingnya 

 keseluruhan pegawai pegawai   evaluasi 

Bersama melalui 

media-media 

yang tersedia 

dan pembinaan 

apel 

 

Tobelo, 5 Otober 2020 

Hawasbid, 

 

 

MUCHAMMAD AQIB JUNAIDI, S.HI 
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F. BIANG PENGAWASAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN  

     Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan untuk bidang Pengawasan Peningkatan Kualitas Pelayanan beberapa temuan yang 

perlu segera ditindaklanjuti sebagaimana berikut 

 

 

NO KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 

3 
Tenaga honor  yang 

ada  belum 

melaksanakan 

tugasnya dengan 

maksimal; 

Tenaga Honor bekerja 

sesuai dengan SK 

Ketua Pengadilan 

Agama Morotai yang 

diberikan kepadanya 

serta tugas dan 

tanggungjawabnya; 

Kurangnya jumlah 

tenaga honor dan 

kurangnya anggaran 

yang tersedia dalam 

DIPA; 

Banyak pekerjaan 

yang sesuai 

tupoksinya tidak 

diselesaikan dengan 

baik; 

Agar terjaga  honor 

yang  ada  selalu 

melaksanakan 

tugasnya sesuai 

dengan tupoksi yang 

diberikan serta selalu 

dikontrol oleh atasan. 

Misalnya honor yang 

bertugas   untuk 

keamanan hanya 

ditugaskan untuk itu 

saja, dan tidak untuk 

pekerjaan yang lain 

diluar pekerjaan 

keamanan kantor; 
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4 Kantornya sudah 

bagus, halaman depan 

lumayan  tetapi bagian 

belakang perlu 

Seharusnya 

lingkungan kantor baik 

di   depan   maupun  di 

belakang dijaga 

Kurannya Perhatian; Tidak mencerminkan 

lingkugan yang 

bersih dan rapi; 

Usulkan anggaran 

DIPA  untuk 

pemvapingan 

halaman kantor 
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NO KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 

 pembenahan; kerapiannya, sehingga 

enak dipandang; 

  terutama halaman 

belakang kantor serta 

dilakukan kerja bakti 

oleh semua unsur 

peradilan setiap 

minggunya terutama 

hari jum’at; 

5 Ruang mediasi sempit 

dan terkesan panas, 

walaupun sudah 

terdapat AC 

(pendingin ruangan) 

namun AC tidak 

pernah dinyalakan, 

seharusnya 30 menit 

sebelum Mediasi 

dimulai AC ruangan 

dinyalakan  oleh 

petugas, selain itu 

terkadang di ruang 

Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI 

Nomor 

26/KMA/II/SK/2012 

tentang Standar 

Pelayanan Peradilan; 

Belum tersedianya 

ruang yang cukup 

untuk mediasi karena 

ruangan yang ada di 

Pengadilan Agama 

Morotai sudah terisi 

semua, serta 

ruangan terkesan 

kotor dan  kurang rapi; 

Banyak para pihak 

yang akan mediasi 

kalua perkaranya 

waris para  pihak 

tidak bisa semua 

masuk, sehingga 

mediasi   tidak 

maksimal, selain itu 

para pihak ketika 

melakukan mediasi 

terlihat  kurang 

nyaman dikarenakan 

ruang mediasi 

Segera dilakukan 

penataan  ulang 

terhadap 

penggunaan ruangan 

sehingga 

memungkinkan 

mengadakan 

ruangmediasi  yang 

representatif,   dan 

Petugas 

melaksanakan 

tupoksi dengan baik; 
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mediasi terkesan kotor 

dan kurang rapi dalam 

penataannya; 

terkesan panas dan 

kurang bersih; 

6 Petugas keamanan 

cukup memadai dan 

berseragam namun 

Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI 

Nomor 

Belum terdapatnya 

anggaran  khusus 

untuk pelatihan 

Keamanan cukup 

baik; 

Segera ditugaskan 

kepada  Satpam 

untuk mengikuti 
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NO KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 

 petugas kemanan 

(satpam) belum 

pernah  mengikuti 

Diklat Satpam, dan 

perlengkapan 

(asesoris)  satpam 

belum belum lengkap; 

26/KMA/II/SK/2012 

tentang Standar 

Pelayanan Peradilan; 

Satpam dan membeli 

perlengkapan 

(asesoris) Satpam 

lengkap; 

 Diklat Satpam, selain 

itu disiapkan 

anggaran  untuk 

membeli peralatan 

(asesoris) Satpam; 

7 Ruangan Parkir   bagi 

masyarakat pencari 

keadilan kurang layak 

dan sekarang    tidak 

digunakan 

dikarenakan  karena 

tidak  beratap     dan 

beralaskan tanah jadi 

Ketika   musim   hujan 

dan becek; 

Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI 

Nomor 

26/KMA/II/SK/2012 

tentang Standar 

Pelayanan Peradilan; 

Belum terdapatnya 

pengadaan 

anggaran; 

Parkir masyarakat 

pencari keadilan 

kurang tertib; 

Menyiapkan 

anggaran  untuk 

membangun tempat 

parkir bagi para pihak 

pencari keadilan; 
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8 Ruang bermain untuk 

anak belum ada, 

demikian juga untuk 

ruang laktasi bayi dari 

segi fasilitas belum 

memadai; 

Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI 

Nomor 

26/KMA/II/SK/2012 

tentang Standar 

Pelayanan Peradilan; 

Tidak terdapatnya 

space atau ruang 

yang bisa dipakai 

untuk membuat 

ruang bermain anak, 

dan belum adanya 

pengadaan 

anggaran; 

Kurang tertib serta 

kondusifnya kantor; 

Menyiapkan 

anggaran untuk 

membuat tempat 

ruang bermain anak, 

ruang laktasi yang 

memadai serta 

fasilitas   penungjang 

lainnya; 
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NO KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 

9 Alat Charger 

Handphone di ruang 

tunggu para pihak 

berperkara belum ada; 

Seharusnya  untuk 

menunjang 

optimalisasi pelayanan 

masyarakat pencari 

keadilan fasilitas 

tersebut harusnya 

dipenuhi; 

Belum tersedianya 

pengadaan 

anggaran; 

Pelayanan 

masyarakat pencari 

keadilan  belum 

maksimal; 

Menyiapkan 

anggaran  untuk 

membuat tempat Alat 

Charger Handphone 

serta fasilitas 

penungjang lainnya; 

10  
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11 
Terkadang masih 

ditemui kamar mandi 

dan WC yang kotor; 

Seharunya sebelum 

persingan dimulai 

fasilitas kantor seperti 

kamar mandi dan WC 

Petugas kebersihan 

yang terdapat di 

Pengadilan Agama 

morotai masih 

Terkadang       masih 

terdapat fasilitas 

umum untuk 

masyarakat    pencari 

keadilan  masih kotor 

Penambahan ppetus 

kebersihan 

 

NO KONDISI KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI 

  harus bersih semua; kurang; Ketika persidangan 

dimulai 

 



33  

12   
 

  

Tobelo,      2020 Hakim 

Pengawas Bidang 

 

 

Moh. Koirul Anam, S.H. 
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN 

REKOMENDASI 

 

i.  KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan Hasil Pengawasan Hakim Pengawas Bidang Triwulan III 

Tahun 2020 tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan Hakim Pengawas 

Bidang terhadap beberapa aspek yang meliputi Administrasi Umum, Administrasi 

Pengadaan Barang dan Jasa, Persidangan dan Pelaksanaan Putusan, Administrasi 

Perkara, Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik, maka kinerja aparatur 

Pengadilan Agama Morotai telah menunjukkan adanya progres yang signifikan 

dalam mewujudkan komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

dan pada umumnya aparat Pengadilan Agama Morotai telah melaksanakan tugas-

tugasnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, akan tetapi 

masih ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan sesuai dengan 

saran-saran yang telah disebutkan dalam temuan. Sehingga Komitmen untuk 

memberikan pelayanan prima terus menerus dikhtiarkan dengan inovasi tiada henti, 

kendati dihadapkan pada sarpras yang penuh keterbatasaan.  

Ada temuan-temuan dari hasil pengawasan yang memerlukan kesungguhan 

petugas dan pejabat terkait untuk menindaklanjuti sehingga seluruh aspek 

pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Untuk dapat menyelesaikan 

pelaksanaan tugas dengan baik dan benar, maka harus selalu dijaga komitmen untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan 

berbagai aturan yang ada. Pengawasan sebagaimana yang dilakukan Hawasbid ini 

dapat dijadikan kontrol terhadap kinerja aparatur Pengadilan Agama Morotai agar 

terus meningkat dan tetap dalam bingkai perkembangan norma-norma yang ada. 

Pengawasan ini diharapkan akan dapat meminimalisasi kekurangan dan 

mendekatkan pada kesempurnaan hasil kerja untuk kemajuan bersama. 

j. REKOMENDASI 

Demikian Laporan Hasil Pengawasan ini dibuat dengan harapan semoga 

segenap aparatur PA Morotai selalu termotivasi untuk mewujudkan PA Morotai yang Agung. 

Temuan-temuan dalam pengawasan ini dapat dijadikan koreksi dalam 

melangkah selama ini dengan harapan selalu ada kontrol dari dalam agar langkah 



26  

aparatur PA Morotai tetap pada alur yang baik dan benar. Satu kata dalam 

melangkah, kekompakan, dan kerjasama segenap aparatur Pengadilan Agama 

Morotai wajib dipelihara dan ditingkatkan untuk mencapai kesuksesan bersama PA 

Morotai, dan kesuksesan itu dapat dirasakan oleh semua. PA Morotai Berintegritas, 

Prima dan Melayani”. 

                                                            Tobelo, 9 Oktober 2020 

                                                            Koordinator Pengawasan, 

 

 

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H. 


	LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGADILAN AGAMA MOROTAI DI TOBELO
	A. Latar Belakang
	Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efisien dan efektif. Selain itu, Pengawasan juga berfungsi untuk  me...
	Untuk memantapkan fungsi pengawasan, selain pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara maupun lembaga pengawasan lainnya, Pengadilan Agama Morotai di Tobelo mengintensifkan pengawasan internal oleh para Hakim Pengawas Bidan...
	Ada beberapa perubahan pada pengawasan Triwulan III Tahun 2020, antara lain adanya Hakim yang telah dimutasi, adanya tindak lanjut dari hasil pengawasan Triwulan II dan Format laporan hasil pengawasan masing-masing bidang telah ada keseragaman yang me...
	Hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang sebagiannya telah ditindaklanjuti, sedangkan pada bagaian yang lain belum ditindaklanjuti, sehingga hasil laporan pengawasan pertriwulan ke III ini  disampaikan sesuia laporan para haim pengawas bidang yang belum...
	C. Ruang Lingkup
	E. Metodologi Pengawasan
	G. Susunan Hakim Pengawas Bidang
	Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Morotai Nomor W29- A4/560/PS.01/IX/2020, tanggal 1 September 2020, tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Susunan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) pada Pen...
	Hawasbid,
	Hawasbid, (1)
	Hawasbid, (2)
	Moh. Koirul Anam, S.H.
	j. REKOMENDASI

